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ABSTRAK 

JIMRAIN ALI. NIM 271411149, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Gorontalo, SKRIPSI, ALASAN-ALASAN EMPIRIK PUTUSAN CERAI 

PENGADILAN AGAMA MARISA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI 

PNS PASCA PERCERAIAN DI TINJAU DARI PP No. 10 TAHUN 1983 jo 

PASAL 8 PP No. 45 TAHUN 1990 DI KABUPATEN POHUWATO 

 Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui menganalisa dan 

melihat Pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian yang sebenarnya di 

dapatkan oleh bekas istri tanpa dengan alasan-alasan yang akan diberikan oleh 

bekas suami karena tidak bisa memberikan kewajibannya atas putusan 

pengadilan dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 

perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil di tinjau daripada Peraturan 

Pemerintah. Karena cenderung setelah terjadinya perceraian maka hak nafkah 

tidak didapat lagi oleh bekas istri karena berbagai macam problema yang 

dihadapi oleh bekas suami atau alasan-alasan tidak terpenuhinya hak, tapi 

apapun yang menjadi problema atau alasan itu tidak menghalangi pemenuhan 

nafkah yang telah dibebankan oleh pengadilan kepada bekas suami kepada bekas 

istrinya yakni dengan mmemberikan dua pertiga gajinya dan merupakan 

kewajibannya setelah menceraikan istrinya. Peraturan Pemerintah No. 10 

TAHUN 1983 jo PASAL 8 Peraturan Pemerintah No. 45 TAHUN 1990 tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pembagian 

hak istri PNS setelah diceraikan. 

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Pemenuhan Hak Istri, Pegawai 

Negeri Sipil 
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ABSTRACT 

JIM RAIN ALI. NIM 271411149, Civil Law, Faculty of Law, State University of 

Gorontalo, Thesis, IMPLEMENTATION PP 10 1983 jo ARTICLE 8 PP 45 OF 

1990 MEETING OF WIFE PNS RIGHTS IN POST-DIVORCE Pohuwato. 

 Writing scientific work is aimed to know the analyzing and seeing 

fulfillment of the right living wife after the divorce actually get by ex-wife 

without the reasons will be given by the former husband could not give its 

obligation on a court decision and in accordance with government regulations 

governing marriage and divorce civil servants in the review rather than 

government regulation. Due to tend after the divorce, the right to livelihood is not 

obtained again by ex-wife because of various problems faced by ex-husband or 

the reasons for non-fulfillment of rights, but whatever the problem or the reason it 

does not hinder the fulfillment of living that have been imposed by the court to the 

former former husband to his wives, with mmemberikan two-thirds of his salary 

and an obligation after divorcing his wife. Government Regulation No. 10 1983 in 

conjunction with Article 8 of Government Regulation No. 45 Year 1990 on 

Marriage and Divorce Licensed Civil Servants which regulates the distribution 

rights of civil servants after the divorced wife. 

Keywords: Marriage, Divorce, Wife's Rights, Civil Servants 
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